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ABSTRACT
This study aims to describe,  firstly:  how is the privatization of water resource
management  after  the  enactment  of  Law Number  7  of  2004  regarding  Water
Resources  Secondly:  is  there  any  impact  of  water  resource  management
privatization  after  the  enactment  of  the  Law  Number  7  of  2004  on  Water
Resources in Sukabumi. Method of research used is the juridicial normative. Data
collection technique is by library study. Analysis method employed is analytical
descriptive.  Results of the study are the following, first:  privatization of water
resources management conducted by private sectors are always oriented to seek
profit  through high tariff  not  oriented to  public  services.  Second:  privatization
conducted by private sectors may not provide social welfare as mandated by the
Article 33 (3) of the 1945 Constitution.
Keywords: Privatization, Welfare State, State Control Rights.
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan,  pertama:  bagaimana  privatisasi
pengelolaan Sumber Daya Air setelah diterapkannya Undang- Undang Nomor 7
Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  .  Kedua:  apa  dampak  privatisasi
pengelolaan Sumber Daya Air setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode  penelitian  yuridis  normatif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  studi
kepustakaan.  Metode analisis  yang digunakan adalah metode analisis  deskriptif
analitis. Hasil penelitian sebagai berikut, pertama: privatisasi pengelolaan Sumber
Daya Air yang dilakukan swasta tidak dapat memenuhi kebutuhan air bagi rakyat
karena swasta selalu berorientasi pada mencari keuntungan melalui tariff air yang
tinggi  bukan  berorientasi  pada  pelayanan  publik.  Kedua:  privatisasi  yang
dilakukan oleh swasta tidak dapat memberikan kesejahteraan sosial sebagaimana
yang telah di amanatkan oleh Pasal 33 (3) UUD 1945.
Kata Kunci: Privatisasi, Negara Kesejahteraan, Hak Menguasai Negara.
1A.  Latar Belakang Masalah
Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam
yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk
sebesar-besarnya bagi  kemakmuran rakyat.” Pasal  tersebut  mengandung  makna
bahwa  di  dalamnya  memberikan  kekuasaan  pada  negara  (pemerintah)  untuk
mengatur sumber daya alam yang terkandung di wilayah negara kesatuan Republik
Indonesia yang digunakan bagi kesejahteraan segenap rakyat Indonesia. Sebab itu
harus  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran
rakyat.
Hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshidiqi, jika dikaitkan dengan faktor-
faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikelompokan dalam 4
(empat)  kategori  sumber  kekayaan  yang  dikaitkan  dengan  penguasaan  negara,
yakni :
1). Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup 
orang banyak (harus dikuasai oleh pemerintah);
2). Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara, namun tidak menguasai 
hajat hidup orang banyak (dapat dikuasai oleh pemerintah);
3). Sumber-sumber kekayaan yang tidak penting bagi negara, namun menguasai
hajat hidup orang banyak (tidak perlu dikuasai oleh negara); dan
4). Sumber-sumber kekayaan yang penting bagi negara dan tidak menguasai hajat 
hidup orang banyak (tidak boleh dikuasai oleh negara).3
Keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat menurut Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara, yaitu :
1) Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan
alam),  harus  secara  nyata  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan
rakyat.
2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau
diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan
secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3)  Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan2
rakyat tidak memiliki kesempatan atau akan hilang kesempatannya  dalam
menikmati kekayaan alam.4 Kewajiban di atas menjelaskan segala
jaminan bagi
3 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta
: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, hlm 95-96.
4 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan,
Yogyakarta: UII Press, Cet. Pertama, 2004, hlm 17.
3tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligusmemberikan
pemahaman bahwa dalam hak pen guasaan itu, negara hanya melakukan
pengurusan (bestuurstaad) dan pengolahan (beheersdaad). 
Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 memposisikan
negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat.
Karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai
hajat  orang banyak,  berkaitan  dengan kemaslahatan umum (public utilities)  dan
pelayanan  umum  (public  services),  harus  dikuasai  negara  dan dijalankan  oleh
pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat
secara adil dan merata.
Namun muncul masalah ketika di sahkannya UU No. 7/2004 yaitu berkaitan
dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaan sumber daya air. Hal
ini tidak terlepas dari pergeseran makna air yang sebelumnya merupakan barang
publik berubah menjadi komoditas yang lebih mementingkan aspek ekonomi yang
akhirnya berorientasi pada mencari keuntungan.
Pergeseran makna ini terlihat dalam pengaturan mengenai hak
(1) UU No.7/2004. Hak guna usaha air, menurut Pasal 1 butir
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15 UU No.7/2004, adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
Usaha  swasta  yang  mengelola  air  akan  selalu  profit-  oriented,  karena
merupakan karakteristik yang tidak dapat dilepaskan bahwa sebagai bentuk usaha
harus mengusahakan keuntungan yang maksimal. Pelayanan atau public  service
bukan  merupakan  orientasinya  bahkan  dapat  dikatakan
bertentangan dengan sifat dasarnya, sehingga tidak dapat diharapkan bahwa badan
usaha swasta akan memberikan pelayanan publik yang bersifat sosial.
Seperti  contoh  meski  memiliki  sumber  mata  air  yang  melimpah,  kota
Sukabumi sering mengalami krisis kekeringan akibat eksploitasi sumber mata air.
Hal ini diakibatkan adanya eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan air minum
terhadap sumber mata air tersebut.5
Aqua Danone adalah merupakan salah satu perusahaan yang terbanyak 
menghisap sumber mata air tersebut. Saat ini Aqua Danone memiliki 14 pabrik 
dan memonopoli puluhan mata air. Dari tahun 2001 hingga 2008, Aqua Danone 
telah menyedot lebih dari 30 miliar liter dan guna usaha air yang dapat
diberikan kepada pihak swasta yang tampak pada Pasal 9 ayat
5http://www.islampos.com/eksploitasi-
sumber-mata-air-di-sukabumi-81575/, diakses pada tanggal 11 juni 2014. 5
6menguasai 80% penjualan air minum dalam kemasan (AMDK). Kini dampak 
kekeringan di Kabupaten Sukabumi makin meluas. Sebab, jumlah kecamatan yang 
melaporkan adanya krisis air bersih akibat kekeringan bertambah banyak. Data 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi 
menyebutkan, jumlah kecamatan yang mengalami krisis air bersih mencapai 
delapan kecamatan. Kedelapan kecamatan itu yakni Bantargadung, Palabuhanratu, 
Cikembar, Purabaya, Jampang Kulon, Surade, Cimanggu, dan Tegalbuleud.6
Seharusnya jika public utilities seperti air yang menjadi kewajiban pemerintah
untuk melindungi,  menjamin,  dan  memenuhi  kebutuhan bagi  warganya  sebagai
bagian dari hak asasi, maka perintah Pasal 28A dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
tidak dapat
dikesampingkan. Justru merupakan kewajiban konstitusional
negara, karena negara Indonesia sebagai satu negara kesejahteraan (welfare state).





Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dikemukakan 
adalah:
1). Bagaimana seharusnya privatisasi pengelolaan sumber daya air setelah 
diterapkannya UU No.7/2004 di Sukabumi?
2). Apa dampak privatisasi pengelolaan sumber daya air setelah diterapkannya
UU No.7/2004 di Sukabumi?
C. Metodologi Penelitian
Penelitian ini bersifat penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif
atau  law  in  books adalah  kajian  atau  studi  mengenai  hukum  sebagai  tatanan
norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat seperti tercantum
dalam  kitab  undang-undang.7 Studi  hukum  ini  mengandaikan  norma-norma
hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat  adalah norma-norma
hukum yang bersifat otonom.8
Dalam  metode  penelitian  hukum  normatif,  penulis  menggali  bahan-bahan
pustaka yang disebut dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan  hukum tersier.  Bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum sekunder,  yaitu
bahan hukum yang mempunyai kekuatan
7 Hotma P. Sibuea, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Krakatauw, 2009, hlm 127-128.
8Ibid.
8mengikat. Sedangkan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menunjang 
dan memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.9
Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (library
study).  Studi  kepustakaan  adalah  suatu  teknik  atau  prosedur  pengumpulan  atau
penggalian data kepustakaan.10
Dalam studi kepustakaan jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder,
yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.11 Termasuk dalam data sekunder ini
adalah Bahan hukum primer, yaitu  bahan-bahan hukum yang bersifat  mengikat,
seperti  UUD  1945,  UU  No.7/2004,  yurisprudensi,  dan  bahan  hukum  primer
lainnya. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  buku-buku,  jurnal  maupun  makalah-
makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.  Bahan hukum tersier, yaitu
bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum
primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan lain- lain.12
Selanjutnya setelah data dikumpulkan dianalisis. Analisis
9 Ibid, hlm 81.
10 Ibid, hlm 76.
11Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 
2010)., hlm 51.
12 Ibid, hlm 52.
ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  gambaran  yang  jelas  sehingga  dapat
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bermanfaat  untuk  menarik  suatu  kesimpulan.  Adapun  tujuan  dari  analisis  data
adalah  untuk  memperoleh  bukti  sejauh  mana  kesimpulan-  kesimpulan  teoritis
berhubungan  dengan  kenyataan  yang  ada.  Metode  penelitian  yang  digunakan
penulis  dalam menganalisis  data  adalah  menggunakan  data  kualitatif.  Analisis
kualitatif adalah data yang tidak diukur atau dinyatakan dengan bilangan.13
Berkaitan dengan sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat
deskriptif analisis, maksudnya adalah peneliti berusaha
menggambarkan  kondisi  normatif  yang  ada  dan  berusaha  menjelaskan  kondisi
tersebut  dengan  teori-teori  atau  konsep-  konsep  yang  berkaitan  dengan  judul
skripsi ini.
D.  Pembahasan
1. Pelaksanaan Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Setelah 
Diterapkannya UU No.7/2004 Di Sukabumi
Air merupakan bagian dari  hak-hak asasi  manusia  yang mengandung suatu
nilai  universal,  kebutuhan  tersebut  merupakan  hak  konstitusional  setiap  warga
negara,  serta  merupakan  suatu  bagian  yang  terpenting  bagi  kelangsungan
kehidupan manusia, sudah
13 Ibid, hlm 71.
10
merupakan suatu keharusan mendapatkan suatu perlindungan yang memadai bagi
kepentingan pemenuhan kebutuhan.
Secara  teoritis,  ada  banyak  pengertian  tentang  privatisasi.  Misalnya,  Savas
menyatakan  privatisasi  bisa  diartikan  sebagai  simbol  dari  upaya  pengurangan
peranan  pemerintah  dan  memberikan  kepercayaan  kepada  swasta  dalam sistem
perekonomian suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.14
Privatisasi air sebagai salah satu pangkal permasalahan krisis air di Indonesia 
khususnya Sukabumi, bermula pada pengesahan UU No.7/2004 tentang Sumber 
Daya Air. Dengan pemberlakuan undang- undang ini, privatisasi sumberdaya air di 
Indonesia, baik oleh perusahaan swasta dalam negeri maupun asing semakin marak
terjadi.
Privatisasi pada awalnya diharapkan akan membawa efisiensi yang lebih besar
dan  tarif  yang  lebih  rendah,  menarik  dan  meningkatkan  volume  investasi
(khususnya di Negara- negara berkembang) dan
makin kesulitan untuk mengakses air bersih.
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Pada saat pemerintah mulai menerapkan kebijakan privatisasi,
sebaiknya kewajiban jasa layanan publik (public service obligation) harus tetap
disediakan  oleh  perusahaan-  perusahaan  swasta  demi  terpenuhinya  kebutuhan
akan  air  bagi  masyarakat.  Termasuk  dalam  hal  ini  menjadi  kewajiban  bagi
pemerintah  melalui  BUMN untuk  menyelenggarakan  public  service  obligation
dengan  memberikan  subsidi  dari  dana  APBN  guna  memenuhi  kebutuhan
masyarakat akan air, demi terwujudnya kesejahteraan.16
Melalui privatisasi air, jaminan pelayanan hak dasar rakyat atas air ditentukan
oleh  swasta.  Dalam  hal  ini,  Bank  Dunia  (World  Bank)  menyatakan  bahwa
manajemen Sumber Daya Air yang efektif  haruslah memperlakukan air sebagai
komoditas ekonomi, dan partisipasi swasta dalam penyediaan air umumnya
menghasilkan efisien, peningkatan pelayanan, dan mempercepat
investasi bagi perluasan jasa penyediaan.
Menurut  Bank  Dunia,  air yang
memperluas sambungan layanan
jaringan air kepada keluarga miskin.15 Namun yang terjadi adalah sebaliknya, 
masyarakat
14Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum,
Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 17.
15http://air.bappenas.go.id/main/modules/doc
/pdf_download.php?prm_download_id= 8&sbf=&prm_download_table=36, diakses 29 april 2014.
16Makmun Syadullah, “Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) dan
12
Subsidi, Studi Kasus: Bidang Tarnsportasi”, dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP), Pusat
Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Vol. XV  (2),  (2007):  hlm.
59. Sebagaimana dikutip : Iwan Erar Joesoef dalam 
www.hukuminfrastrukturjalantol.blogsp ot.com, diakses tanggal 2 juli 2014.
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diperoleh masyarakat saat ini masih berada di bawah harga dan perlu dinaikkan.17
Untuk  itu  Bank  Dunia  mendorong  diterapkannya  mekanisme  harga  yang
mengadopsi prinsip full cost recovery.18
Secara singkat, full cost recovery dalam pengelolaan air merupakan suatu
konsep dan cara yang diusung untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Konsep
full  cost  recovery dilaksanakan  melaui  pemberlakuan  privatisasi  air.  Namun
dengan  konsep  ini  konsumen  harus  menanggung  seluruh  biaya  penyediaan  air.
Dengan  demikian  privatisasi  air,  sebagaimana  yang  telah  terjadi  di  sejumlah
negara, identik dengan kenaikan harga tarif air.19
Hal ini memperlihatkan bahwa dengan memberikan peran kepada swasta
dalam pengelolaan Sumber Daya Air melalui privatisasi tidak dapat
menjalankan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) karena swasta
lebih mengutamakan keuntungan semata, bukan mengutamakan




intervensi-pembuatan- uu-no-7-tahun- 2004&catid=8&Itemid=103, diakses 12 februari 2014.
18http://mparidho.wordpress.com/2010/02/
10/privatisasi-air-dominasi-kapitalis/, diakses 6 januari 2014.
19 Ibid
kebutuhan  yang  sangat  penting  itu  tidak  di  privatisasi  agar  rakyat  dapat
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menjangkau harganya. Berangkat dari pemikiran di atas maka dapat disimpulkan
bahwa privatisasi merupakan proses pemindahan kepemilikan dari yang awalnya
dikelola oleh negara dan lembaga-lembaga publik dialihkan menjadi kepemilikan
yang  sifatnya  perseorangan  atau  swasta.  Pemindahan  kepemilikan  dari  publik
kepada  perseorangan  atau  swasta  berarti  juga  berakibat  pada  berpindahnya
kekuasaan dan kemanfaatan satu usaha. Privatisasi menghendaki kekuasaan dan
kemanfaatannya dimiliki oleh perseorangan atau swasta. Tindakan privatisasi ini
benar-benar sudah melenceng dari makna yang terkandung dalam Pasal 33 UUD
1945.20
Sunaryati  mengatakan  bahwa  perekonomian  nasional  kita  diarahkan  oleh
pemerintah.  Bukan  pihak  swasta.  Swasta  hanya  sebagai  pengecualian
(uitzondering)  daripada  keadaan  yang  umum  (de  regel).  Di  percayakannya
pengelolaan  Sumber  Daya  Air  kepada  pihak  swasta,  merupakan  tindakan
inkonstitusional yang dilakukan oleh pemerintah dan sangat bertentangan dengan
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2. Dampak Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Di Sukabumi
20http://samaloisa.wordpress.com/2012/07/0 2/inkonstitusionalisasi-penerapan- 
pasal-33-uud-1945/, diakses 9 juni 2014.
15
Terdapat  perubahan  paradigma  yang  mendasar  dalam  penyusunan  Undang-
Undang Sumber Daya Air yang baru di mana dalam penyusunan Undang-Undang
Sumber  Daya  Air  tersebut  didasarkan  atas  cara  pandang  air  sebagai  barang
ekonomi.  Perubahan  cara  pandang  inilah  yang  kemudian  membawa  perubahan
dalam  pendekatan  pengelolaan  sumber  daya  air  dari  pendekatan  penyediaan
menjadi pendekatan permintaan.21
Dengan demikian harga menjadi faktor pokok untuk mengontrol permintaan,
yang pada akhirnya membuat realokasi penggunaan air pada penggunaan yang
memiliki nilai air lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut pengelolaan sumberdaya 
air yang dijelaskan di atas teradapat kesalahan mendasar dari UU No.7/2004 
tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945, yaitu air dipandang
sebagai barang ekonomi dengan
diperkenalkannya hak guna air yang terdiri atas Hak Guna Pakai Air (HGPA) dan
Hak Guna Usaha Air (HGUA), serta diserahkannya penyelenggaraan pengelolaan
air tanah pada pihak swasta yakni melalui kebijakan privatisasi.
Sebagai  sebuah  layanan  publik  yang  sangat  mendasar,  penyediaan  air  bagi
masyarakat seharusnya menjadi tanggung
21http://www.siperubahan.com/read/838/Ma
mpukah-Indonesia-Terbebas-dari- Jerat-Privatisasi-Air, diakses tanggal 27 juni 2014.
jawab negara sehingga harus dikuasai oleh negara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD
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1945.  Jika  penyediaan  Sumber  Daya  Air  diserahkan  kepada  swasta  melalui
privatisasi  air,  terutama  bersumber  dari  mata  air,  maka  penguasaan  negara
terhadap  air  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  akan  hilang  atau  tidak
terpenuhi.
Implikasi  lain  dari  kebijakan  privatisasi  adalah  semakin  terabaikannya
masyarakat miskin dan kelompok-kelompok terpinggirkan dalam mengakses air
bersih.  Masyarakat  miskin  dan  kelompok-kelompok  terpinggirkan  tidak  akan
terlayani karena mereka tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk membayar harga
yang tinggi akibat kebijakan privatisasi tersebut.22
Adapun dampak dari adanya privatisasi ternyata tidak hanya terlihat dari tarif
air yang tinggi. Namun, privatisasi air antara lain menyebabkan hak masyarakat
sekitar  hutan  yang  selama  ini  mengambil  air  dari  sumber  air  di  wilayahnya
semakin terancam. Mereka harus rela membagi air  yang selama turun temurun
mereka ambil secara gratis, yang kemudian dikuasai swasta. Bahkan, bukan tidak
mungkin,  mereka  pun harus  membayar,  tergantung  pada  kebijakan pemerintah
setempat.  Hal  ini  menunjukkan,  pemerintah  daerah  hanya  melihat  air  untuk
pendapatan asli daerahnya ketimbang kebutuhan
22 Loc. Cit.
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masyarakatnya.  Dalam  hal  ini,  semakin  menunjukkan  adanya  legitimasi
pelanggaran HAM atas rakyat oleh negara.23
Beberapa perubahan lingkungan fisik yang terjadi akibat ekstraksi air bawah
tanah yang berlebihan adalah matinya beberapa sumber air, turunnya debit mata
air,  turunnya  permukaan sungai.  Secara rinci  terdapat  beberapa dampak negatif
akibat  penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber  air  oleh  27  perusahaan  yang
beroperasi di kecamatan Cidahu dan Cicurug, kabupaten Sukabumi, yaitu:24
a. Warga tidak dapat/sulit memanfaatkan air secara langsung dari mata air
yang telah
dikuasai/dieksploitasi pihak perusahaan karena sumber tersebut
telah ditutup oleh pihak perusahaan
atau membatasi akses pihak lain ke
mata air.
b. Turunnya muka air tanah pada sumur gali milik warga dengan kisaran 1-8
meter serta keringnya sumur gali warga. Di kecamatan Cidahu, 
dampak seperti itu ditemukan di enam desa yang mencakup 20
23http://kherjuli.wordpress.com/2011/07/13/ja
ngan-jadikan-tarif-air-sebagai- komoditas-politik/, diakses tanggal 16 april 2014.
24http://semacamcatatan.blogspot.com/2012/
01/amdk-jangan-eksploitasi-sumber- mata-air.html, diakses tanggal 26 
februari 2014.
kampung. Adapun di Kecamatan  Cicurug,  dampak  penurunan  muka  air 18
tanah pada sumur gali warga ditemukan di empat desa.
c. Sumber-sumber air alternatif seperti air pancuran dan air rembesan yang biasa
digunakan warga untuk MCK, mengalami kekeringan atau
penurunan debit.
d. Mata air yang dieksploitasi perusahaan mengalami kekeringan/penurunan
debit pada musim kemarau sehingga warga tidak dapat
memanfaatkan sumber air tersebut.
e. Saluran air (selokan) yang melewati perkampungan warga mengalami
kekeringan karena tidak ada/kecilnya pasokan air dari mata air.
f. Debit air sungai menurun secara drastis pada musim kemarau sehingga warga
tidak dapat/sulit memanfaatkan air sungai untuk MCK.
g. Terhentinya aliran air yang menuju ke rumah warga akibat pembersihan
(pengurasan) sumber air yang dilakukan perusahaan, dan
h. Jumlah debit air (mata air) yang tersedia atau yang dapat dimanfaatkan oleh
warga desa, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga 
sehari-hari.
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Terdapat beberapa peraturan terkait dengan pengelolaan air di Sukabumi yaitu :
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal  33 ayat  (3).  Disini  tersirat  bahwa air
yang  terkandung  perlu  dikelola  dan  dilindungi  agar  dapat  dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
b. UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
c. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah,  mengatur  hubungan dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di
dalamnya pengelolaan air tanah.
d. PP No 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (PP No.43/2008),
yang  didalamnya  menegaskan  bahwa  hasil  penerimaan  biaya  jasa
pengelolaan air tanah merupakan penerimaan negara bukan pajak sehingga
dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan
jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang
bersangkutan, salah satunya adalah pelestarian sumber daya alam.
e. Keputusan Menteri ESDM No. 1451 tahun 2000, mengenai konsep penting 
dalam perhitungan nilai
perolehan air tanah yaitu nilai perolehan air, harga dasar air, harga air 20
baku, faktor nilai air, dan kompensasi.
f. Peraturan Bupati No 22 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Penyediaan 
Air Bawah Tanah untuk kepentingan Masyarakat di Sukabumi.
E. Simpulan Dan Saran
1.  Simpulan
a.  UU  No.  7  Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemerintah
memberikan regulasi kepada sektor swasta dengan
kebijakan privatisasi untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya
air melalui hak guna usaha air sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 9. Hal ini dapat diketahui dari
kota   Sukabumi, dengan banyaknya bermunculan
perusahaan-perusahaan yang
mengeksploitasi besar-besaran
terhadap sumbermata air demi mengejar keuntungan/profit
semata, dan tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat
ataupun lingkungan
sekitar. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan memberikan
peran swasta dalam pengelolaan SDA melalui privatisasi tidak dapat
menjalankan amanat UUD 1945
21
khususnya  Pasal  33 ayat  (3),  sehingga perlindungan  dan keadilan  untuk
mendapatkan air bagi rakyat tidak terpenuhi. Padahal jika mengacu pada
Pasal 33 seharusnya air sebagai kebutuhan vital tidak diswastanisasi agar
rakyat dapat menjangkau harganya. Dengan demikian maka dapat dikatakan
tindakan  privatisasi  ini  benar-benar  sudah  melenceng  dari  makna  yang
terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.
b. Setelah diterapkannya UU No. 7 Tahun 2004, khususnya Pasal 9 tentang
hak guna usaha air yang telah memberikan peluang kepada sektor swasta
dalam  pengelolaan  sumber  air  menimbulkan  beberapa  dampak  negatif
seperti  tarif  air  yang  tinggi,  terjadinya  kekeringan  pada  sumber-sumber
mata air, masyarakat miskin tidak dapat mengakses air dan
terjadinya  alih  fungsi  lahan  yang  menimbulkan  kerusakan  lingkungan
sekitar tempat eksploitasi air dilakukan.
2. Saran
a.  Seharusnya pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta tidak
hanya mengutamakan keuntungan semata,
namun kepentingan publik harus tetap diperhatikan demi terwujudnya
22
kesejahteraan masyarakat akan kebutuhan air. Pengelolaan oleh swasta akan
menimbulkan masalah harga yang dihadapi para konsumen,
karena swasta
berpedoman kepada prinsip efisiensi untuk mencari keuntungan yang
seoptimal mungkin sehingga kerugian sosial akan ditanggung oleh
konsumen. Mengingat air adalah sumber daya alam yang sangat dibutuhkan
oleh semua orang, maka sumber daya ini perlu dikelola secara dominan oleh
pemerintah yaitu dengan membatalkan atau merevisi UU No.7/2004 sehingga
aspek keadilan akan air dapat terpenuhi.
b.  Dengan diterapkannya UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air membuka peluang sebesar-sebesarnya
sektor swasta dalam pengelolaan dan
pengusahaan sumber daya air, maka untuk mengatasi masalah
dampak negatif dari adanya privatisasi sebaiknya:
a. Dilakukan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap biaya modal dari suatu
investasi swasta dalam pengusahaan
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sumber daya air untuk
mencegah pembebanan
harga/tarif yang berlebihan
kepada publik, dalam hal ini
masyarakat yang kurang
mampu.
b. Perlu mekanisme subsidi








c. Harus melindungi hak
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